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DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMAJALENGKA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima
Tunjangan Tahun 2021, perlu dibentuk Peraturan Bupati
tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas kepada Aparatur Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Majalengka Tahun 2021.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
PembentukanKabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang 2
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3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun
dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2020 Nomor 7);

6. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 120 Tahun 2020
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2020 Nomor 123) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 15
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Majalengka Nomor 120 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2021 Nomor 15). .

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN
TUNJANGANHARIRAYADANGAJIKETIGABELASKEPADA
APARATUR NEGARA DI LINGKUNGANPEMERINTAH
KABUPATENMAJALENGKATAHUN2021.

BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pe1aksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan peIjanjian keIja yang diangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

3. Pegawai Negeri Sipil yang se1anjutnya disingkat PNS adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil
Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.

4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian KeIja yang se1anjutnya disingkat
PPPKadalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan peIjanjian keIja untuk jangka waktu tertentu dalam
rangka me1aksanakan tugas pemerintahan.

5. Tunjangan 3
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5. Tunjangan adalah Pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada
pegawai yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.

6. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang
sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan
dibayarkan menurut suatu perjanjian keIja, kesepakatan atau peraturan
perundang- undangan.

7. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas
pe1aksanaan kegiatan.jbendahaTa pengeluaran untuk mengajukan
permintaan pembayaran.

8. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPMadalah dokumen
yang digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran yang disampaikan kepada Bendahara Umum Daerah atas beban
penge1uaran DPA-SKPD.

9. Surat Perintah Pencairan Dana yang se1anjutnya disebut SP2D adalah surat
perintah yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
selaku Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)berdasarkan SPM.

10. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri.

BABII
PENERIMATUNJANGANHARIRAYADANGAJI KETIGABELAS

Pasal2

Pemerintah Daerah memberikan Tunjangan Hari Raya kepada:
a. PNS
b. Calon PNS;
c. PPPK
d. Bupati dan Wakil Bupati;
e. Pimpinan dan Anggota Dewan PeTWakilanRakyat Daerah;
f. Dewan Pengawas dan Pejabat Penge101a pada Badan Layanan Umum

Daerah;
g. Dewan Pengawas dan Direksi Lembaga Penyiaran Publik; dan
h. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Perangkat

Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, Badan Layanan Umum Daerah,
dan Lembaga Penyiaran Publik.

Pasal3

Pemerintah Daerah memberikan Gaji Ketiga Be1askepada:
a. PNS
b. Calon PNS;
c. PPPK;
d. Bupati dan Wakil Bupati; dan
e. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal4

Tunjangan Hari Raya dan Gaji KetigaBe1assebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 dan Pasal3 diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal5

(1) Pegawai Non-PegawaiAparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf h harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Warga 4
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a. Warga Negara Indonesia;
b. telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus

menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau
penandatanganan perjanjian kerJa;

c. pendanaan belanja pegawainya dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

d. diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/ atau telah
menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Dalam hal Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum melaksanakan tugas pokok organisasi
secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b, Tunjangan Hari Raya dapat
diberikan apabila:
a. telah menandatangani perjanjian keIja dengan pejabat yang memiliki

kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan
dalam peIjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima
Tunjangan Hari Raya; atau

b, telah ditetapkan menerima Tunjangan Hari Raya oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian dalam surat keputusan pengangkatannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal6

Tliiijangan Han Raya dan Gaji KetigaBelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 dan Pasal 3 tidak diberikan kepada:
a. PNSyang sedang cuti di luar tanggungan negara; atau
b. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam

negeri maupun diluar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat
penugasan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABIII
BESARANTUNJANGANHARIRAYADANGAJIKETIGABELAS

Pasal 7

(1) Tunjangan Hari Raya dan GajiKetigaBelas bagi PNSdan PPPK,terdiri atas:
a. gaji pokok;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan; dan
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum,
sesuai jabatannya dan/ atau pangkatnya.

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji KetigaBelas bagi Calon PNS, terdiri atas:
a. 80% (delapan puluh per sen) dari gaji pokok PNS;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan; dan
d. tunjangan umum,
sesuai jabatannya dan/ atau pangkat golongan/ruangnya.

(3)Tunjangan 5
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(3) Tunjangan Hari Raya bagi Bupati dan WakilBupati terdiri atas:
a. gaji pokok;
b. tunjangan keluarga;
c. tunjangan pangan; dan
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum.

(4) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi,
Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif
Pimpinan dan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(5) Tunjangan Hari Raya bagi Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola pada
Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Penyiaran Publik, paling
banyak sebesar Tunjangan Hari Raya yang diberikan kepada PNS pada
Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Penyiaran Publik tersebut
yang peringkatjabatannya atau gradenya setara.

(6) Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara
diberikan sebesar penghasilan setiap bulan.

Pasal8

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, besarannya
sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, untuk 1
(satu) bulan pada bulan AprilTahun 2021.

(2) GajiKetigaBelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal3, besarannya sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, untuk 1 (satu)
bulan pada bulan Juni Tahun 2021.

Pasal9

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji KetigaBe1assebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji KetigaBelas sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal10

Dalam hal Penerima Tunjangan Hari Raya dan/ atau Gaji Ketiga Belas sesuai
ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya dan/ atau
Gaji Ketiga Belas, Tunjangan Hari Raya dan/ atau Gaji Ketiga Be1as yang
dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari Raya danfatau Gaji Ketiga Belas
yang nilainya paling besar.

BABIV 6
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BABIV
PEMBAYARANTUNJANGANHARIRAYADANGAJI KETIGABELAS

Pasal11

(1) Tunjangan Hari Raya dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja
sebelum tanggal Hari Raya.

(2) Gaji Ketiga Belas dibayarkan paling cepat pada bulan Juni.

(3) Dalam hal Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2) belum dapat dilaksanakan, pembayaran
dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal12

Proses Penerbitan dan pengajuan SPP, SPMdan SP2DTunjangan Hari Raya dan
Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal13

Dalam hal terdapat kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas dari yang telah ditentukan, maka kelebihan pembayaran tersebut
merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara melalui Kas Daerah
sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

BABV
PENDANAAN

Pasal14

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bersumber
dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BABVI
KETENTUANPENUTUP

Pasal15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
1. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pemberian

Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, dan
Penerima Gaji Terusan Pegawai Negeri Sipil yang Meninggal Dunia di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2020 Nomor 59);

2. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 79 Tahun 2020 tentang Teknis
Pemberian Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka
Tahun 2020 Nomor 82),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal16 7
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Pasal16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 5 Mei 2021

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 5 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,

ttd

EMANSUHERMAN

BERITA DAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN 2021 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALABAGIANHUKUM
SEKRETARIATDAERAHKABUPATENMAJALENGKA,

~_tI

DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003
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